









A. Latar Belakang 
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki suatu pandangan 
hidup bersama yang bersumber pada akar budayanya dan nilai-nilai 
religusnya, sehingga menjadi pribadi yang sangat menjunjung tinggi 
hukum dan menghormati aturan hukum yang ada1. Dalam kehidupan 
bermasyarakat terjadi hubungan antar individu yang satu dengan yang 
lain. Semua hubungan dalam kehidupan bermasyarakat diatur oleh 
hukum. Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam 
pergaulan hidup bersama2. 
Salah satu asas pembangunan nasional didasarkan pada 
penghayatan pembinaan sikap penegak hukum ke arah tegaknya 
hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. 
Sementara itu, penetapan arah kebijaksanaan dilaksanakan untuk 
menjamin ketertiban serta kepastian hukum yang mengayomi segenap 
warga masyarakat. Hal ini tidak dapat dilepaskan dengan kebudayaan 
Bangsa Indonesia yang landaskan nilai-nilai Pancasila3. 
Sistem hukum Indonesia sebagai sistem hukum aturan yang 
berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit 
dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, di mana di antara unsur 
 
1  Kaelan, 2004, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta: Paradigma, hlm 9. 
2Soedjono Dirdjosisworo, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
hlm 17. 
3Amir Hamzah., Siti Rahayu, 1983, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di 




hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh 
mempengaruhi serta saling mengisi4. Di samping itu, hukum yang 
merupakan sistem norma yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, 
senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial yang sedemikian dinamis 
seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat, dalam konteks 
kehidupan individual, sosial maupun politik bernegara5. 
Dalam sistem hukum Indonesia dikenal hukum pidana, yakni 
sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang diperintahkan dan 
tidak boleh dilakukan (dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga 
negara Indonesia yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar 
aturan tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang 
berkompeten dalam penegakannya. Sementara itu, bagi pelanggar 
hukum pidana, dalam pasal 10 KUHP dikenal dua macam pidana yaitu 
pidana pokok dan tambahan, di mana salah satu pidana pokoknya 
adalah pidana penjara. Adapun orang yang menjalani pidana penjara 
biasa disebut dengan sebutan narapidana6.  
Narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena 
sesuatu perbuatan yang dilakukan olehnya bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang menjalani pidana hilang 
kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS). 
 
4Ilhami Bisri, 2004, Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi hukum di   
Indonesia, Jakarta: Grafindo Persada, hlm 39. 
5Ibid, hlm 125. 




Tujuan pidana penjara yang tadinya berbentuk model 
pemenjaraan menjadi pemasyarakatan merupakan perkembangan yang 
sangat baik. Hal ini dilakukan dalam rangka perbaikan pribadi pelaku 
tindak pidana. Dalam sejarah zaman kompeni Belanda urusan penjara 
dikenal dengan “spinhuis” atau rumah tahanan.Cara penampungan 
yang demikian ini dimaksudkan untuk memperbaiki para penghuninya 
dengan jalan pendidikan agama, memberikan pekerjaan, dan kemudian 
menjadi contoh bagi penjara-penjara yang menjalankan pidana hilang 
kemerdekaan7. Tujuan dari pemberian hukuman bagi narapidana adalah 
selain memberikan rasa lega bagi pihak korban di samping itu juga 
untuk untuk menghilangkan keresahan di masyarakat. Dengan 
demikian, tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan 
rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing 
terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang 
baik. 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
sebagai peraturan inti sistem pemasyarakatan kini telah dilengkapi 
dengan peraturan dasar bagi setiap warga binaan pemasyarakatan yang 
memiliki hak untuk di perlakukan secara baik dan manusiawi dalam 
satu sistem pembinaan yang terencana dan sistematis. Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan 
bahwa:  
“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka 
membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia 
 
7Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: 




seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak 
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam 
pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang 
baik dan bertanggung jawab”. 
 
Menurut Moh. Mahfud MD dalam H. Herri Swantoro, hukum 
diciptakan agar setiap anggota individu masyarakat dan penyelenggara 
negara melakukan suatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga 
ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya 
agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan 
sosial8. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk 
mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik 
juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan-
kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan 
pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak 
terpisah dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila9. Tujuan 
sistem pemasyarakatan diselenggarakan adalah untuk membentuk para 
warga binaannya atau narapidana agar menjadi manusia yang seutuhnya 
dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. 
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan tempat di mana 
Narapidana itu menjalani masa pidananya. Lembaga Pemasyarakatan 
berada dibawah naungan Kementrian Hukum dan HAM dalam sistem 
peradilan pidana yang berfungsi untuk membina serta memperbaiki 
terpidana (the function of correction) agar terpidana kembali menjalani 
 
8H. Herri Swantoro, 2017, Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan 
Kembali, Depok: Prenamedia, hlm. 20 
9Adi Sujatno, 2004, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, 




kehidupan normal dan produktif (return to a normal and productive 
life)) di tengah-tengah masyarakat10. 
Lapas sebagai instansi terakhir di dalam sistem peradilan pidana, 
merupakan lembaga yang tidak mempersoalkan apakah seseorang yang 
menjalani masa pidana yang hendak direhabilitasi atau dibina ini adalah 
seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak. Tujuan yang 
lebih penting dari pemidanaan tersebut ialah menyadarkan narapidana 
agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga 
masyarakat yang baik dan berguna serta taat kepada aturan hukum yang 
berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, Sahardjo sebagai penggagas 
Lembaga pemasyarakatan sudah sejak tahun 1963 mengemukakan 
bahwa pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai penjahat, melainkan 
sebagai orang tersesat11. Selain itu narapidana juga perlu diayomi dari 
perlakuan tidak adil, seperti penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas, 
yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan revisi12. 
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa narapidana 
wajib untuk melaksanakan hukuman dan mendapat pembinaan di dalam 
Lembaga Pemasyarakatan atas perbuatan melanggar hukum yang telah 
dilakukan berdasarkan keputusan Pengadilan yang berwenang sesuai 
dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Setidaknya ia tidak punya 
hak atas kebebasannya lagi untuk sementara waktu, tapi dengan 
 
10 Ruslan Renggong, 2014, Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam 
proses Penahanan di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group,  hlm 226.  
11Romli Atmasasmita, 1982, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks 
Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: Alumni, hlm 12. 
12Muhammad Farid Aulia, Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan 
Makanan   yang Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA 




dipenjaranya narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tidak 
menghilangkan hak narapidana seperti hak perawatan jasmani, hak atas 
makanan yang layak dan hak pelayanan kesehatan sesuai dengan Pasal 
14 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
yang menyatakan bahwa, “narapidana berhak mendapat perawatan baik 
perawatan rohani maupun jasmani”. Selain itu dalam Pasal 14 ayat (1) 
huruf d UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan 
bahwa, “narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan 
makanan yang layak”.  
Upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi narapidana terhadap 
hak kesehatan bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan dalam 
waktuyang sekejap, akan tetapi merupakan suatu proses yang panjang 
seperti halnya proses pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, upaya 
tersebut perlu dilakukan secara terus menerus,berkelanjutan dan terpadu 
oleh semua pihak, yakni pemerintah, organisasi-organisasi sosial politik 
dan kemasyarakatan maupun berbagai lembaga-lembaga swadaya 
kemasyarakatan serta semua kalangan dan lapisan masyarakat. 
Tidak hanya itu, kesehatan narapidana juga diatur pada Pasal 5 PP 
No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 
Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan: “setiap narapidana 
dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan 
jasmani”. Dalam hal ini hak kesehatan dibatasi dan ditekankan terhadap 
kesehatan jasmani daripada kesehatan secara rohani, karena kesehatan 




(narapidana) dan pelaksanaan pemenuhan kesehatannya dijelaskan di 
undang-undang, sedangkan kesehatan secara rohani tidak dijelaskan 
secara rinci di dalam undang-undang. 
Mengenai perawatan jasmani telah diatur secara jelas pada pasal 7 
ayat (1) huruf a, b, dan c PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata 
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang 
menyatakan bahwa: 
“Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak 
mendapat perawatan jasmani berupa pemberian kesempatan 
melakukan olahraga dan rekreasi, pemberian perlengkapan 
pakaian dan, pemberian perlengkapan tidur dan mandi”.  
 
Inti dari UU No. 12 Tahun 1995 dan PP No 32 Tahun 1999 
sebenarnya sama yaitu memenuhi hak kesehatan narapidana seperti 
mendapat makanan yang layak, perawatan secara jasmani dan rohani, 
dan hak menyampaikan keluhan di dalam lembaga pemasyarakatan. 
Dalam melaksanakan pemenuhan hak kesehatan narapidana, diatur 
tugas dan tanggung jawab pejabat lembaga pemasyarakatan. 
Tujuanpengaturan tersebut untuk memaparkan secara terperinci dan 
lengkap tentang pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap pejabat di 
dalam lembaga pemasyarakatan sehingga dengan mudah dapat 
mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Adapun 
pihak yang bertugas dalam pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan 
narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan adalah bagian Kepala 
Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana/anak 




dibidang phisik, mental dan rohani serta meningkatkan pengetahuan 
asimilasi dan perawatan narapidana/anak didik. 
lembaga pemasyarakatan, narapidana diwajibkan mengikuti 
pembinaan.Hal tersebut dapat berhasil apabila ditunjang dengan 
berbagai sarana yang memadai dalam proses pembinaan. Dalam hal ini 
ada dua instrumen penting yaitu fasilitas dan sumber daya manusia, dan 
keduanya harus tersedia dan harus layak bagi proses pembinaan. 
Konsep pembinaan dalam rangka pemasyarakatan wajib didukung 
dengan sarana dan prasarana yang memadai, salah satu contohnya 
perihal pelatihan kerja yang harus didukung dengan instruktur yang 
cukup baik jumlah maupun keahliannya, hal ini menjadi tujuan sistem 
pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini secara 
konseptual lebih menggunakan prinsip menempatkan Narapidana 
sebagai subjek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara yang 
dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan melainkan dengan 
pembinaan yang terarah. 
Bentuk kejahatan sendiri tidak mengenal usia. Ia dapat dilakukan 
oleh anak-anak, orang muda maupun usia yang sudah lanjut. Lembaga 
pemasyarakatan juga menampung narapidana lanjut usia. Narapidana 
seperti ini disamping merupakan sasaran pembinaan juga memerlukan 
perawatan dan penempatan secara khusus.  
Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang 
Kesejahteraan Lanjut usia orang yang lanjut usia dapat di golongkan 




Pelaku tindak pidana yang telah lanjut usia (LANSIA) merupakan 
salah satu warga binaan di Lembaga pemasyarakatan yang harus 
mendapatkan pembinaan dan pengarahan yang intensif. Dari segi usia 
narapidana lansia memiliki kondisi fisik dan mental yang lemah, bila 
dibandingkan dengan narapidana yang masih berusia muda. Di samping 
itu, manusia lanjut usia atau sering disebut Manula ataupun Lansia 
adalah periode di mana organisme telah mencapai kemasakan dalam 
ukuran dan fungsi dan juga telah menunjukan kemunduran sejalan 
dengan waktu.  
 beberapa pendapat mengenai “usia kemunduran” yaitu ada yang 
menetapkan 60 tahun, 65 tahun dan 75 tahun. Badan kesehatan dunia 
(WHO) menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukan proses 
menua yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lanjut 
usia. dan lanjut usia dapat di kelompokan menjadi: (a). usia 
pertengahan (middle age), ialah kelompok usia 45 sampai 59 tahun, (b). 
lanjut usia (elderly): antara 60 dan 74 tahun, (c). lanjut usia tua (old): 
antara 75 dan 90 tahun, dan (d). usia sangat tua (very old): diatas 90 
tahun.  
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang 
Kesejahteraan Lanjut Usia, seorang lanjut usia adalah orang yang telah 
berusia 60 tahun ke atas. Dengan demikian, usianya berkisar antara 60 
sampai 70 tahun ke atas dan terhadapnya akan terjadi penurunan 
kesehatan dan keterbatasan fisik, sehingga perlu perawatan yang cukup. 




narapidana lansia mampu dan mandiri atau mendapatkan bantuan yang 
minimal. Narapidana lanjut usia dalam melaksanakan masa pidananya 
di LAPAS harus mendapatkan perhatian yang khusus dari petugas yang 
menangani para narapidana. Perlakuan yang khusus tersebut tidak boleh 
mengubah tujuan dari pemasyarakatan yang terkandung di dalam UU 
No.12 Tahun 1995. Narapidana perlu diayomi dari perlakuan tidak adil, 
seperti penyiksaan, mendapatkan fasilitas kurang memadaiseperti 
makanan yang bergizi buruk dan mendapatkan perawatan jika 
dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-
Undang No. 12 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa: “salah satu hak 
narapidana adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan 
yang layak. 
Walaupun telah lanjut usia dan merupakan narapidana, adalah 
kebutuhan setiap orang pada rentang kehidupan untuk terpenuhinya 
kebutuhan primer (kebutuhan biologis, kebutuhan ekonomi, kebutuhan 
kesehatan, kebutuhan psikologis dan kebutuhan sosial) dan kebutuhan 
sekunder (kebutuhan dalam melakukan aktifitas, kebutuhan yang 
bersifat keagamaan, kebutuhan dalam pengisian waktu luang, 
kebutuhan yang bersifat kebudayaan dan kebutuhan yang bersifat 
politis). Untuk kesehatan, selain kebutuhan perawatan fisik, sangat 
penting untuk seorang Lansia menjaga kebersihan gigi, mulut, kulit 
badan serta rambut. Pemberian informasi pelayanan kesehatan yang 
memadai juga sangat diperlukan bagi narapidana Lansia agar dapat 




Di Indonesia hanya ada 1 (satu) Lembaga Pemasyarakatan khusus 
Lansia yakni di Serang, Banten. Namun narapidana Lansia dapat 
dijumpai di berbagai Lembaga Pemasyarakatan yang lain yang ada di 
Indonesia, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Ambarawa. 
Lapas ini sebenarnya merupakan lembaga pemasyarakatan untuk 
narapidana dewasa (umum), namun terdapat sekitar 6 (enam) orang 
narapidana lanjut usia yang di tempatkan di Lapas kelas IIA Ambarawa. 
Seorang narapidana yang telah lanjut usia akan mendapatkan perawatan 
dan pembinaan khusus mengingat usianya yang sudah tua, ataukah  
sama dengan narapidana yang lainnya sesuai dengan hak atas kesehatan 
yang seharusn ya mereka dapatkan? Adakah pertimbangan khusus bagi 
mereka untuk mendapatkan perlakuan yang berbeda (khusus) dari pihak 
atau petugas Lembaga Pemasyarakatan, mengingat kondisi Lembaga 
Pemasyarakatan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hal ini 
dapat terlihat dari kurang memadainya keadaan lingkungan dan sanitasi 
di Lembaga Pemasyarakatan, kamar hunian narapidana yang kelebihan 
kapasitas (over capacity), dan dengan sarana prasarana yang sangat 
kurang, kurangnya sumber daya kesehatan yang ada di Lembaga 
Pemasyarakatan baik sumber daya manusia, obat-obatan, dan sarana 
prasarana pelayanan kesehatan, sehingga hak-hak asasi manusia di 
bidang pelayanan kesehatan yang terabaikan.  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, sangatlah menarik 
untuk melaksanakan penelitian, untuk melihat sejauh mana hak atas 




kesempatan ini Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
mengambil judul:  “Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Narapidana 
Lanjut Usia (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa). 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan 
masalah penelitian adalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana pemenuhan hak atas kesehatan bagi Narapidana lanjut 
usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa? 
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Petugas Lembaga 
Pemasyarakatan dalam melaksanakan pemenuhan hak atas kesehatan 
bagi Narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Ambarawa?  
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah 
sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui pemenuhan hak atas kesehatan bagi Narapidana 
lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa.  
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Petugas 
Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pemenuhan hak atas 
kesehatan bagi Narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas IIA Ambarawa. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa 




1. Manfaat Akademis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 
pemikiran untuk mengembangkan kajian-kajian Hukum Pidana 
terutama dalam upaya meningkatkan kualitas Lembaga 
Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi 
Narapidana lanjut usia, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas IIA Ambarawa. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 
penelitian-penelitian serupa di masa yang akan datang. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan 
sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi 
konkrit dalam upaya peningkatan hak atas kesehatan bagi 
Narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Ambarawa. 
E. Kerangka Konseptual 
Hak atas kesehatan adalah hak konstitusional yang diatur dalam 
Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945 yang mana Pasal 28 H ayat (1) selengkapnya 
berbunyi Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan dan pasal 34 ayat (3) yang 
selengkapnya berbunyi Negara bertanggungjawab atas penyediaan 




Ketentuan atau hak konstitusional ini didasarkan atas Sila ke-2 
Pancasila yang berbunyi:  Kemanusiaan yang adil dan beradab serta 
Sila ke-5 Pancasila yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia.Hak atas kesehatan juga diatur dalam beberapa peraturan 
perundang-undangan yakni Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan, Undang-Undang No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan 
Lansia; dan Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial.Sebagai pemenuhan hak konstitusional, maka pemenuhan hak 
atas kesehatan juga harus diberikan kepada Narapidana Lanjut Usia. 
 
Gambar 1.1. Kerangka Koseptual 






Sila ke-2 dan ke-5
Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 34 ayat 
(3) UUD 1945 mengatur hak atas 
kesehatan dan pelayanan kesehatan
Hak atas kesehatan dijamin dalam 
UU HAM, UU Pemasyarakatan, UU 
Kesehatan,  UU Kesejahteraan 




Agar sebuah penelitian berjalan dengan baik. Maka diperlukan 
suatu proses atau cara-cara tertentu, sehingga hasil penelitian tersebut 
dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. 
1. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode pendekatan kualitatif, yaitu sebuah pendekatan 
penelitian yang semua temuan-temuannya tidak diperoleh melalui 
prosedur-prosedur statistik atau bentuk hitungan matematis lainnya. 
Hal ini dikarenakan tujuan penelitian ini adalah untuk mengerti dan 
memahami gejala atau fenomena hukum yang tidak dapat dihitung 
dengan angka statistik atau matematis.  
Fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 
pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana lanjut usia di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa. 
2. Spesifikasi Penelitian 
Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian 
ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah 
penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-
sifat suatu individu, keadaan, gejala tertentu, atau menentukan 
penyebaran suatu gejala, untuk menentukan ada tidaknya hubungan 
antara suatu fenomena dengan fenomena yang lain. Adapun 
pengertian deskriptif dalam penelitian ini diungkapkan karena 
penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara 




dengan pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana lanjut usia 
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa. 
Penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan objek yang 
diteliti yang kemudian akan dianalisis dengan berbagai peraturan 
perundang-undangan, pendapat para ahli, teori, konsep, doktrin 
dalam bidang hukum yang relevan dengan objek studi yang 
diangkat yakni tentang pemenuhan hak atas kesehatan bagi 
narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Ambarawa. 
3. Objek Penelitian 
Objek adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan 
penelitian. Menurut Supranto objek penelitian kualitatif merupakan 
himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi yang akan 
diteliti13.  
Dalam penelitian yang akan dilakukan, objek yang akan 
diteliti adalah seluruh informasi terkait dengan judul penelitian. 
Elemen atau unsur yang akan diteliti yaitu sebagai berikut: 
a) Kepala Lapas Kelas IIA Ambarawa; 
b) Sipir atau Petugas Lembaga Pemasyarakatan; 
c) Dokter pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa; 
d) Narapidana Lanjut Usia sebanyak 5 orang.  
 
4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 
 
13Muh. Fitrah., Luthfiyah, 2017, Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas 




Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer (primary data) dan data sekunder (secondary data). 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari 
tangan pertama yang akan dilakukan dengan cara wawancara 
dimana data tersebut belum pernah diolah oleh pihak lain.Data 
sekunder adalah data yang sudah pernah diolah oleh pihak lain 
misalnya isi peraturan perundang-undangan, bahan pustaka atau 
literatur dan sebagainya.  
Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan:  
a. Studi Pustaka 
Studi pustaka akan dilakukan dengan mengkaji 3 (tiga) 
jenis bahan Hukum yakni Bahan Hukum Primer, Bahan 
Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. 
1) Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer terkait dengan penelitian yang akan 
diteliti terdiri dari:  
a) Undang-Undang Dasar 1945; 
b) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan; 
c) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia; 
d) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 





f) Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial. 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum sekunder adalah 
bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 
primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil penelitian, 
hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain14. Bahan 
hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah 
buku, literatur dan hasil penelitian yang sudah pernah 
dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang terangkum dalam 
jurnal dll. 
3) Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan 
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Hukum, 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya15. 
Bahan hukum tersier ini digunakan oleh Peneliti saat 
dibutuhkan misalnya untuk memberikan definisi-definisi 
atau pengertian-pengertian. 
b. Wawancara  
Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik 
wawancara. Menurut Notoatmodjo, wawancara adalah suatu 
metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data, di 
 
14Soerjono Soekanto, 2015, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: 





mana peneliti mendapatkan keterangan atau informasi dari 
seseorang sasaran peneliti (narasumber)16.Dalam proses 
wawancara, Peneliti secara langsung menanyakan pertanyaan-
pertanyaan kepada narasumber sesuai dengan daftar 
pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Saat wawancara, 
Peneliti mencatat atau merekam jawaban dari 
narasumber.17Narasumber yang ditunjuk dan diwawancarai 
dalam penelitian ini adalah:  
1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa; 
2) Perawat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa; 
3) Sipir atau Petugas Lembaga Pemasyarakatan; 
4) Narapidana Lanjut Usia. 
c. Observasi 
Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau 
objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami 
pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan 
dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk 
mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Dalam 
kesempatan ini, apabila dimungkinkan, maka observasi atau 
pengamatan juga akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas IIA Ambarawa untuk mendapatkan gambaran yang lebih 
 
16Soedikjo Notoatmodjo, 2012, Metodologi Penelitian Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta, 
hlm 140.  





rinci dan lebih tepat mengenai pemenuhan hak atas kesehatan 
Narapidana Lansia.  
5. Teknik Pengolahan Data 
Pada tahap ini, informasi yang telah diperoleh dari hasil 
wawancara kemudian diolah dengan cara mengelompokkan semua 
informasi yang relevan dengan judul penelitian. Informasi dari hasil 
wawancara yang relevan akan digunakan menjawab rumusan 
masalah, sedangkan yang tidak relevan akan diabaikan. Setelah 
dikelompokkan, data atau informasi tersebut kemudian disusun 
secara sistematis dalam bentuk uraian-uraian naratif untuk dilakukan 
analisis. 
6. Metode Analisis 
Sebelumnya telah dijelaskan di muka bahwa metode 
pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif, 
dengan demikian analisis data juga dilakukan secara kualitatif. Hal 
ini dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan data utama yang 
didapatkan yakni data yang bentuknya deskriptif.  
Namun, beberapa data statistik yang ditemukan yangdapat 
digunakanuntuk menjawab perumusan masalah, akan digunakan dan  
dinarasikan secara  deskriptif untuk mendapatkan jawaban terhadap 
permasalahan yang diangkat yaitu tentang pemenuhan hak atas 
kesehatan bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan 




Petugas lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hal atas 
kesehatan bagi narapidana lanjut usia.  
G. Sistematika Penyajian Tesis 
Rencana penyajian tesis memuat rancangan sistematika penulisan 
tesis yang terdiri dari empat bab yaitu:  
BAB I adalah BAB PENDAHULUAN yang menguraikan latar 
belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
kerangka konsep, metode penelitian, dan penyajian tesis yang memuat 
sistematika penulisan tesis.  
BAB II adalah BAB TINJAUAN PUSTAKA yang menguraikan 
teori-teori yang diambil berdasarkan permasalahan yang diteliti yang 
terdiri dari pengertian-pengertian yang relevan dengan topik yang 
diangkat. BabII berisi konsep lansia, lembaga pemasyarakatan, 
pelanggaran hukum, hak narapidana atas pelayanan kesehatan, 
narapidana dan narapidana lansia, pidana dan pemidanaan, teori 
pemidanaan.  
BAB III adalah BAB  HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN yang menguraikan pemenuhan hak atas kesehatan 
bagi Narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Ambarawa dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Petugas Lembaga 
Pemasyarakatan dalam melaksanakan pemenuhan hak atas kesehatan 
bagi Narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 




BAB IV adalah BAB PENUTUP yang berisi kesimpulan yang 
dihasilkan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran atau 
rekomendasi yang diberikan Peneliti berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang dilakukan. 
Bab bagian akhir tesis, akan dimasukkan Daftar Pustaka dan 
lampiran-lampiran yang relevan dengan tesis. 
 
  
